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Bupati Nonaktif Mulai Disidangkan
PEKANBARU - BuPati
nonaktif Kepulauan Meranti
Muhammad Adil mulai diadili
di Pengaclila,n Tindak Pidana
Korupsi (Tipikort pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru,
Riau, Selasa {22/8).

Dalam dakwaanya, Jaksa
PenunLut Urnum (lPUl
mendaku'a M Ariil merugiktrn
negara lebilr llpl9 rniliar
lebih. M Adil sendiri rrengiku
ti persidangan secara virtual
dari Rutan KPK di Jakarta,

Dakwaan dibacakan .IPLI

KPK, ici'isan Ferrnandi dan
lrwam Ashadi di hadapan
majelis halinr yang diketuai
Nur Arii Hidai at.

Dalam dakrn'aann1'a, JPU
mendakna M Adil melakukan
tindak pidana korupsi yang
dilakukan bersama-sama
Fitria Nengsih selaku Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan
clan Aset Daerah {BPKAD)
Kepulauan Mera,nti clan
auditor Badan Peneriksaan
Keuangan (BPK) perwakilan
Riau, lvluhammad Fahrri ..

Aressa.
Pada dakn'aan pertama

menyebutkan Ivl Adil pada
2022 - 2023 bersama-sama
Kepala BPKAD Kepulauan
Meranti Fiti'ia Nengsitl
melakukan pemotongan
sebesat' It) pelscrr seliaP
pembavaran Uang Persedian
(UP) dan Ganti Uang (GUJ

kepada kepala organisasi
Perangkat daerah (OPD) di
lingkungan Pemkab Kepu
Iauan Verlnti.

Pemotongin itu clihuat
seolah-olah utang. Hal itu
disampaikan M Adil dan
Fitria Nengsih dalam suatu
pertemuan.

"'i'erdakwa meminta 10 '

persen'dari setiap OPD.
Padahai tidak ada kewajiban
dari OPD untuk melakrlkan itu
dan OPD tidak punya utang

kepada terdakw-a," u.1ar JPU.
Atas pcrmintaan itu, untuk

pencairan bendahala masittg-
rnasing meminta porsetujllan
kepala kepala OPD. Setelah
disctujrri. d ilakukan pencairan
dan uangnya diserahkan ke
Fitria Nengsih selaku KePala
BPK{D Kepulauan i\{eranti
untuk selanjutnya diberikan
kepada M .\dil.

Uang diserahkan Fltria
Nengsih dan sejumlah kePala
OPD di rumah dinas BuPati
Kepulauan Meranti di Jalan
Dorak, Selatpanjang. Uang itu
ada yang lapgsung diterima M
Adil dan ada juga melalui
beberapa orang lain seperti
ajudan bupati.

Pada tahun 2022, M Adil
menerima uang sebesar Rp12
miliar lebih dan pada tahun
2023 menerima Rp 5 miliar
lebih. "'lbtai uang penoto
nga,n UP yang diterirna
terdakwa selama dua tahun
sebesar Rp1'7 .280.222 "

003,8,' kata JPU.
Pada dakwaan kedua, M

Adil disebut menerima stlaP
dari Fitria Nengsih seiaku
kepala perwakilein PT Tanur
X4uthmainah Tour (TMT) di
Kabupatel Kepulauah
Meranti sebesar Rp7 50, juta.

PT TMT merupakan
perusahaan travel haji dan
umrah yang memberang
katkan jemaah umrah
program Pemkab Kepulauan
Meranti. Jemaah yang
diberangkatkan itu merupa
kan guru mengaji, imam
masjid dan pegawai berPres
tasi dengan anggaran APBD
Tahun 2022. PT TN{T membe

' rangkatkan 250 jemaah dan
IVI Adil meminta Rp3 juta dari
setiap jemaah yang dlberang
katka n.

Dana yang dicairkan
kepada PT TMT dari Bagian

. Kesejahteraan Raklat (Kesra)

Sekretariat Daei:ah KabuPa
ten Keprrlauart Meritnti
sebesar itp8,2 miliar leblh.
Dari iumlah tersebut, Fitria
Nengsih mendapat Rp 1,47
miliar dan diserahkan kepada
M Aciil sebanyak Rp75.0 juta.

"IJang diserahkan Fitria
Nengsih di rumah dinas
Bupati Kepulauam N4eranti.
Patut diduga uatrg itu
berkaitan dengan j abatan
terdakwa selaku Bupati
Kepulaualr Vera nti lantaratt
memberikan pekerjaan di
Bagian Kesra Setclakab
tentang perjalanan umrah
kepada PT 

-l'anur

Mutl-rmainah'four," tutur JPU.
Dah-,vaan ketiga, M Adil

bersama Fitria Nengsih Pada
Januari - April 2023,
rnemberikan suap kepada
auditor BPK perwakilan Riau,
Muhamrnad Fahmi Aressa.
lJang diberikan di Hotel Red
Seiatpanjang, di parkiran rnal
di Pekanbaru dan parkiran
Hotel Grand Zuri.

"'l'erdakwa melakukan
perbuatan berkelanjutan,
rnernberikan uang kepada
Muhamrnad Fahmi Aressa
selaku auditor BPK perwa
kilan Riau sebesaf Rp1
miliar." ucap JPU.

Muhammad Fahmi Aressa
merupakatr Ketua Tim Auditor
BPK yang irremeriksa laporan
keuan ga n'Petnerintahan
Kabupaten Keprrlauarr
Meranti lahun 2O'22.

"Terdakrna ingin agar
Muhammad Fahmi meiaku
kan pengkondisian penilaian
laporan keuangan mendaPal
kan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP);" PaPar
nya.

Lantaran perbuatannya,
.lPU menierdt M Adil dengan
pasal berlapis, yakni dakwaan
pertama diancam pidana
Pasal 12 huruf 1 iuncto Pasal

i8 UU RI Nomor 31 Tahun
I 990 Icnl;rng Perrbet'anlasan
I irrdak l'idarta l.rorupsi
sebagaimana teiah diubah
dengan UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang perubahan UU
Nomor; 31 Tahun 1999 juncto
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
junctho Pasal 64 ayat (1)

KI-JHP.

Dakwaan kedua, diancam
pidana dengan Pasal 12 huruf
a juncto Pasal 18 UU Ri
Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana KoruPsi
sebagaimana telah diubah
dengan UU Nornor 20 Tahun
2001 tentang perubahan LIU

Nomor 31 Tahun 1999.
f)an atau, Pasal 12 huruf b

juncto Pasal L8 UU RI Nomor
31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pida na Konrpsi sebagaimana
telah diubah dengan UU
Nomor 20 Talrun 2001
tentang perubahan UU Nomor
31 Tahun 1999.

Dakwaan ketiga, diancarn
pidana Pasal 5 aYat {1) UU RI
Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan
Tjnclak Pidarra KoruPsi
sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan UU
Nomor 31 Tahurt 1999
junctho Pasal 55 ayat (L) ke-1
KUHP junctho Pasal 64 aYat
(1) KUHP.

Atas dakwaan JPU itu, M
Adil didampingi Penasehat
hukumnya menyatakan
mengetahui dan tidak kebera
tan. "Tidak melakukan
eksepsi," kata M Adil.

lvlaj elis hakim menunda
persidangan pada Pekan
depan dengan agenda
meminta keterangan saksi.

' Kita lanj.utkan Pembuktian
dari saksi-saksi, " Pungkas
hakim ketua Nur Alif. (411)


